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PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU HUMAN
TRAFFICKING MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM

A. Macam-macam Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Hukuman dalam bahasa Arab disebut ‘Ugubah. Lafal ‘Uqubah
menurut bahasa berasal dari kata ‘Ugaba yang sinonimnya adalah Khalafahu
Wa ja’a bi'agabihi, yang artinya adalah mengiringinya dan datang
dibelakangnya. Dalam pengertian yang hampir mirip dan mendekati
pengertian istilah, kemungkinan lafal tersebut bisa diambil dari lafal ‘Agaba
yang sinonimnya adalah Jazahu Sawa un Bima Fa’ala, yang artinya adalah
membalasnya sesuai dengan apa yang dilakukannya.® Khusus dalam masalah
jarimah, maka ada dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu
mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu kejahatan dan hukuman.?
Perintah dan larangan saja tidak akan berarti sama sekali dan tidak cukup
mendorong seseorang untuk meninggalkan suatu perbuatan atau
melaksanakannya, untuk itu diperlukan sanksi berupa hukuman bagi siapa saja

yang melanggarnya.’

! brahim Anis, et.al, ,Al-Mu’jam al-Wasith, Juz II,* dalam Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan
Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 136.

2 Abdul Salam, ,Figih Jinayat (Hukum Pidana Islam)', dalam Makhrus Munajat, Dekonstruksi
Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), 41.

3

Abdurrahman al-Maliki, Nidzam al-‘Uqubat (Sistem Sanksi dalam Islam), terjemah oleh

Syamsuddin Ramadlan, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), 2.
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Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hukuman
adalah suatu penderitaan atau nestapa, atau akibat-akibat lain yang tidak
menyenangkan yang diberikan dengan sengaja oleh badan yang berwenang
kepada seseorang yang cakap menurut hukum yang telah melakukan

perbuatan atau peristiwa pidana.’

Adanya perbuatan yang dilarang berdasarkan adanya peraturan yang
kita kenal dengan asas legalitas. Dalam hukum pidana Islam asas legalitas

dapat kita ketahui dari salah satu kaidah dalam Islam , yaitu :

2 3959 I D J WY S Y

“ Tidak ada hukum bagi perbuatan manusia sebelum adanya aturan”™
Kaidah di atas menunjukkan bahwa setiap perbuatan orang yang
cakap (mukallaf) tidak dapat disebut terlarang (haram) dan tidak harus
dikenai hukuman sebelum adanya nash yang menerangkan keharamannya
sehingga ia bisa melakukan apapun baik melakukan atau meninggalkan suatu

perbuatan sampai adanya nash yang melarangnya.

LY J WVl s LY 3 Lo

“Hukum asal sesuatu dan perbuatan itu boleh”°

el o ek g LY slesY1 g LY
“Hukum asal sesuatu itu adalah boleh sampai datang petunjuk yang
melarangnya”’

* Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 137.
> Abdul Qadir Audah, ‘At Tasyri’ Al Jina’iy Al Islamiy, Juz 1, (Beirut : Dar al Kitab,1992),115.

6Jaih Mubarok dan Enceng arif Faizal, Kaidah Figh Jinayah: Asas-asas Hukum Pidana
Islam,(Bandung:Pustaka Bani Quraisy,2004),45.
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Kaidah tersebut mempunyai pengertian bahwa semua sifat dan
perbuatan tidak diperbolehkan dengan kebolehan asli, artinya bukan oleh
kebolehan oleh syara’ Dengan demikian selama tidak ada nash yang
melarangnya tidak ada tuntunan terhadap semua perbuatan dan sikap tidak

berbuat tersebut. Kita dapat melihat hal ini dari kaidah lain yang berbunyi :

Vos ST 4 Sl Gl s a5 B O e V) Loy Y
Al o dagt Ll dp glae S jpuie S ey V) Leys S
“Menurut syara’ seseorang tidak dapat diberi pembebanan (taklif)
kecuali apabila ia mampu memahami dalil — dalil taklif dan cakap
untuk mengerjakannya. Dan menurut syara’ pula seseorang tidak
dibebani taklif kecuali dengan pekerjaan yang mungkin dilaksanakan
dan disanggupi serta diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan
yang bisa mendorongnya untuk melakukan perbuatan tersebut.” ®
Kaidah ini menyatakan tentang syarat—syarat yang harus terdapat
pada pelaku dalam kedudukannya sebagai orang yang bertanggung jawab dan
pada perbuatan yang diperintahkan. Adapun untuk syarat pada pelaku
mukallaf itu ada dua macam : pertama, pelaku sanggup memahami nash-—nash

syara’ yang berisi hukum tak/ifi;, kedua, pelaku orang yang pantas untuk

dimintai pertanggungjawaban dan dijatuhi hukuman.

" Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah,(Jakarta : Media
Grafika,2006),30.

¥ Abdul Qadir Audah, ‘Ar Tasyri’ Al Jina’iy....,116.
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Hukuman dalam hukum pidana Islam dapat dibagi kepada beberapa
bagian, dengan meninjaunya dari beberapa segi.’

1. Ditinjau dari segi pertalian antara satu hukuman dengan hukuman yang
lainnya, hukuman dapat dibagi kepada empat bagian, yaitu sebagai
berikut:

a. Hukuman pokok (al-‘Uqubah al-Asliyyah), yaitu hukuman yang
ditetapkan untuk jarimah yang bersangkutan sebagai hukuman yang
asli, seperti hukuman gishas untuk jarimah pembunuhan, hukuman
dera seratus kali untuk jarimah zina, atau hukuman potong tangan
untuk jarimah pencurian.

b. Hukuman pengganti (al- ‘Uqubah al-Badaliyyah), yaitu hukuman yang
menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat
dilaksanakan karena alasan yang sah, seperti hukuman diyat (denda)
sebagai pengganti hukuman gishas, atau hukuman ta’zir sebagai
pengganti hukuman had atau hukuman g¢ishas yang tidak dapat
dilaksanakan. Sebenarnya hukuman diyat itu sendiri adalah hukuman
pokok, yaitu untuk pembunuhan menyerupai sengaja atau kekeliruan,
akan tetapi juga menjadi hukuman pengganti untuk hukuman gishas
dalam pembunuhan sengaja. Demikian pula hukuman ¢a’zir juga
merupakan hukuman pokok untuk jarimah ta’zir, tetapi sekaligus juga
menjadi hukuman pengganti untuk jarimah hudud atau gishas dan

diyat yang tidak bisa dilaksanakan karena ada alasan-alasan tertentu.

® Ahmad Mawardi Muslih, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika,
cetakan |, 2004, him. 142
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c. Hukuman tambahan (al- ‘Ugubah al-Taba ’iyyah), yaitu hukuman yang
mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara
tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang
membunuh orang yang akan diwarisinya, sebagai tambahan untuk
hukuman gishas atau diyat, atau hukuman pencabutan hak untuk
menjadi saksi bagi orang yang melakukan jarimah gazaf (menuduh
orang lain berbuat zina), di samping hukuman pokoknya yaitu jilid
(dera) delapan puluh kali.

d. Hukuman pelengkap (al-‘Uqubah al- Takmiliyyah), yaitu hukuman
yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat harus ada keputusan
tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan
hukuman tambahan. Contohnya seperti mengalungkan tangan pencuri
yang telah dipotong dilehernya.*

Ditinjau dari segi kekuasaan hakim dalam menentukan berat ringannya
hukuman, maka hukuman dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai
berikut:*!

1. Hukuman yang hanya mempunyai satu batas. Artinya, tidak ada batas
tertinggi atau batas terendah, seperti hukuman jilid sebagai hukuman had
(80 kali atau 100 kali).

2. Hukuman yang mempunyai batas tertinggi dan batas terendah, di mana

hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman yang sesuai antara kedua

% Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: PT Bulan Bintang, cetakan ke V, 1993,
him. 261
1 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 261-262.
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batas tersebut, seperti hukuman penjara atau jilid pada jarimah-jarimah
ta’zir.

Ditinjau dari segi keharusan atau besarnya hukuman untuk

memutuskan dengan hukuman tersebut, hukuman dapat dibagi kepada dua

bagian, yaitu sebagai berikut:*?

1. Hukuman yang sudah ditentukan (al- ‘Ugqubah al -Mugaddarah), yaitu
hukuman-hukuman yang jenis dan kadarnya telah ditentukan oleh syara’
dan hakim berkewajiban untuk memutuskannya tanpa mengurangi,
menambah, atau menggantinya dengan hukuman yang lain.

2. Hukuman yang belum ditentukan (a/-‘Ugubah al-Ghair al-Muqaddarah),
yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim untuk memilih jenisnya
dari sekumpulan hukuman-hukuman yang ditetapkan oleh syara’ dan
menentukan jumlahnya untuk kemudian disesuaikan dengan pelaku dan

perbuatannya.

Ditinjau dari segi tempat dilakukannya hukuman, maka hukuman
dapat dibagi kepada tiga bagian, yaitu sebagai berikut:*®
1. Hukuman badan, yaitu hukuman yang dijatuhkan atas badan, seperti
hukuman mati, dera, penjara, dan sebagainya.
2. Hukuman jiwa, yaitu hukuman yang dikenakan atas jiwa seseorang, bukan

badannya, seperti ancaman, peringatan, dan teguran.

2 Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 144.
3 Ahmad Hanafi, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, 262.
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3. Hukuman harta, yaitu hukuman yang dikenakan terhadap harta seseorang,

seperti diyat dan perampasan harta.

B. Hukuman Ta’zir sebagai Hukuman Pokok bagi Pelaku Tindak Pidana
Perdagangan Orang
1. Pengertian Ta’zir
Menurut bahasa, lafaz ta’zir berasal dari kata azzara yang berarti
menolak dan mencegah, dan juga bisa berarti mendidik, mengagungkan dan
menghormati, membantunya, menguatkan, dan menolong.** Sedangkan secara
terminologis ¢a’zir adalah bentuk hukuman yang tidak disebutkan ketentusan
kadar hukumnya oleh syara’ dan menjadi kekuasaan waliyyul amri atau
hakim.*
Sedangkan pengertian fa zir menurut Imam Al-Mawardi adalah'®:
53 a5 1 oilh e sl g
“ta’zir adalah hukuman yang bersifat pendidikan atau perbuatan dosa
(maksiat) yang hukumannya belum tentu ditetapkan oleh syara’”
Wahbah Zuhaili juga memberikan definisi yang hampir sama dengan

al-Mawardi'”:

Py
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“ta’zir menurut syara’ adalah hukuman yang ditetapkan atas
perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman
hadd dan tidak pula kaffarat”.

% Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248.
B Sayyid Sa’biq, Figh Sunnah 10, (Bandung: Alma’arif, 1987), 151.

16 Hasan Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Sulthaniya, (Mesir: Mustafa Al-Babyi Al-Halaby, 1975),222.
17 Wahbah Zuhaili, al — Figh al — Islami wa ‘Adilatuhu, Cet. 1 (Jakarta : Gema Insani,2011),197.
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Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa fa’zir adalah hukuman
yang belum ditetapkan oleh syara’ dan wewenang untuk menetapkannya

diserahkan kepada u/il amri atau hakim. '®

Sebagian ulama mengartikan ta’zir sebagai hukuman yang berkaitan
dengan pelanggaran terhadap hak Allah dan hak hamba yang tidak ditentukan
oleh Al-Quran dan Hadis. 7a’zir berfungsi memberikan pengajaran kepada
pelaku dan sekaligus mencegah untuk tidak mengulangi perbuatannya.®
Beberapa definisi yang dikemukakan diatas, jelaslah bahwa ta’zir adalah
suatu istilah untuk hukuman atas jarimah-jarimah yang hukumannya belum
ditetapkan oleh syara’. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang
hukumannya belum ditetapkan oleh syara’ dinamakan jarimah ta’zir . Jadi
istilah ¢a’zir bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah atau
tindak pidana. 7a’zir sering juga dapat dipahami bahwa jarimah ta’zir terdiri
atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had atau
kaffarat.?’

Ketika menetapkan hukuman ¢a’zir , penguasa memiliki wewenang
untuk memberikan ketentuan hukuman tersebut dengan ketentuan maksimal
dan minimal, dan memberikan wewenang pada pengadilan untuk menentukan

batasan hukuman antara maksimal dan minimal.** Dengan demikian, syariah

' Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas ....,06.

'® Rahmad Hakim, Hukum pidana Islam (figih Jinayah), (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 141.
'y Djazuli, Figh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam), (Jakarta: PT. Raja
Grafindo, 2000), 165.

I Muhammad Said Al-Asymawi, Nalar Kritis Syari’ah, (Yogyakarta: Lkis Group, 2012), 148.
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mendelegasikan kepada hakim untuk menentukan bentuk-bentuk dan
hukuman kepada pelaku jarimah. Dan agar mereka (hakim) dapat mengatur
masyarakat dan memelihara kepentingan-kepentingannya, serta bisa
menghadapi sebaik-baiknya terhadap keadaan yang mendadak.
2. Dasar Hukum Ta’zir
Jarimah Ta’zir dalam Al-quran dan Al-hadis tidak ada yang
menyebutkan secara terperinci baik dari segi bentuk maupun hukumnya.?
Dasar hukum disyari’atkannya sanksi bagi pelaku jarimah ta’zir adalah at-
Ta’zir Yaduru ma’a Maslahah artinya hukum ¢a’zir didasarkan pada
pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan
dalam masyarakat.?®
Dasar hukum disyariatkannya ta’zir terdapat dalam beberapa hadis
Nabi dan tindakan sahabat. Hadis-hadis tersebut yaitu sebagai berikut:
1. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bahz ibn Hakim®* :
oA R A e O A BRI v B G e 6 3
L;wjyrl.ﬂjwwy&jw\ﬁbuﬂu\f%g

“w . 0%

S
“...dari Bahz ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya bahwa
Nabi saw menahan seseorang karena disangka melakukan
kejahatan”. (hadis diriwayatkan oleh Abu Daud, Tirmidzi, Nasa’l
dan Baihaqi serta dishahihkan oleh Hakim)

*? Jaih Mubarok, Kaidah-kaidah Figh Jinayah, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy,2004), him. 47.

2 Makhrus Munajat, Reaktualisasi Pemikiran Hukum Pidana Islam, (Yogyakarta: cakrawala, 2006)

him.14.

2*Abi Daud Sulaiman, Sunan Abi Daud Bab Fi Jassi Fiddaini Waghoirihi, (Beirut : Maktabah

Asriyah, t.t), 314.
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Hadis ini menjelaskan tentang tindakan Nabi yang menahan seseorang
yang diduga melakukan tindak pidana dengan tujuan untuk memudahkan
penyelidikan.”® Apabila tidak dilakukan penahanan, dikhawatirkan orang
tersebut melarikan diri dan menghilangkan barang bukti yang sudah ada, atau
mengulangi perbuatan melanggar tindak pidananya.”®

2. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Burdah :*’

%

j’G;z f&u;jﬁ;df,\wjdxubwdm\u
N e v LI e \deommu;“’
ngfggguafyé ol ol 32 s G M e S J bl
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(e %)‘“‘ 2945 pp A5
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Isa telah
menceritakan kepada kami lbnu Wahb telah mengabarkan kepadaku
‘Amru dari Bukair bin Al Asyaj dia berkata, "Ketika kami berada di
sisi Sulaiman bin Yasar, tiba-tiba Abdurrahman Jabir datang lalu
menceritakan  (hadits)  kepadanya, = kemudian  Sulaiman
menghadapkan wajahnya kepada kami sambil berkata; telah
menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Jabir dari ayahnya dari
Abu Burdah Al Anshari, bahwa dia pernah mendengar Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Seseorang tidak boleh didera
lebih dari sepuluh kali, melainkan hukuman yang telah jelas
ditetapkan oleh Allah." (Riwayat Muslim).?

Hadis kedua ini menjelaskan tentang batas hukuman ta’zir yang tidak
boleh lebih dari sepuluh kali cambukan, untuk membedakan dengan jarimah
hudud.?® Dengan demikian hukuman ta’zir ini keadaannya lebih ringan dari

jarimah hudud, hal ini agar dapat membedakan mana yang termasuk jarimah

2> Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,... 253.

%6 Nurul Irfan dkk, Figh Jinayah,... 141.

" Lidwa Pustaka, Kitab Hadis 9 Imam, Shohih Muslim, Kitab Hudud, Bab Kadar Cambukan Ta’zir,
no. Hadist 3222.

%8 Hussein Bahreisj, Terjemah Hadits Shahih Muslim 3, (Jakarta: Widjaya 1983), 255.

2% Nurul Irfan dkk, Figh Jinayah,... 141.
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hudud dan mana yang termasuk jarimah ta’zir. karena orang yang melakukan

peerbuatan-perbuatan yang melanggar hukum syariat yang telah jelas

hukumannya misalnya gadis yang berzina dengan lelaki (yaitu dicambuk 100

kali), peminum minuman keras (sebanyak 40 kali) dan lainnya adalah

termasuk melakukan pelanggaran syariat yang disebut dengan hudud (Hukum

Allah). Adapun yang lebih ringan disebut ra’zir yang dilakukan menurut

pertimbangan hakim muslim.*

3. Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah e
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Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ja'far bin Musafir dan
Muhammad bin Sulaiman Al Anbari keduanya berkata; telah
mengabarkan kepada kami Ibnu Abu Fudaik dari Abdul Malik bin Zaid.
Ja'far menyandarkannya kepada Sa'id bin Zaid bin Amru bin Nufail
dari Muhammad bin Abu Bakr dari Amrah dari 'Aisyah radliallahu
‘anha ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:
"Maafkanlah kekeliruan (tergelincirnya) orang-orang yang baik,
kecuali dalam masalah hukum had." (Riwayat Ahmad, Abu Daud, An-
Nasai, dan Baihakki).*?

Maksudnya, bahwa orang-orang baik, orang-orang besar, orang-orang

ternama kalau tergelincir di dalam sesuatu hal, ampunkanlah, karena biasanya

mereka tidak sengaja kecuali jika mereka telah berbuat sesuatu yang mesti

%% Hussein Khallid Bahreisj, Himpunan Hadits Shahih Muslim, (Surabaya: Al-lkhlas, 1987), 241-242.
31 lidwa Pustaka, Kitab Hadis 9 Imam, Sunan Abu Daud, Kitab Hudud, Bab Hukum Hudud yang
Bisa Diampuni, no. Hadist 3803.

32 Al-Asqalany lbnu Hajar, Terjemah Bulughul Maram, (Bandung: CV. Penerbit Diponegoro 2002),

576-577.
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didera maka janganlah di ampunkan mereka. Pada hadis ketiga ini mengatur

tentang teknis pelaksanaan hukuman za’zir yang bisa berbeda antara satu

pelaku dan pelaku yang lainnya, tergantung kepada setatus mereka dan
kondisi-kondisi lain yang menyertainya.*®

Hukuman ta’zir ini jumlahnya cukup banyak, mulai hukuman yang
paling ringan hingga yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang
termasuk jarimah ta’zir, hakim diberi wewenang untuk memilih di antara
beberapa hukuman tersebut, mana yang paling sesuai dengan jarimah yang
dilakukan oleh pelaku. Jenis-jenis hukuman fa zirini adalah sebagai berikut:*

1. Hukuman mati, yakni hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku jarimah
ta’zir yang sangat membahayakan kepentingan umum. Dalam hal ini, ulul
al-amri harus menentukan jenis-jenis jarimah yang dapat dijatuhi
hukuman mati;

2. Hukuman jilid, yakni merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam.
Dalam hal ini, tidak ada batas tertentu untuk hukuman ¢a’zir yang berupa
jilid dan ul al-‘amri bisa menjatuhkan hukuman yang lebih banyak,
apabila dipandang perlu demi keselamatan masyarakat;

3. Hukuman kawalan, yakni hukuman dikenakan pada pelaku jarimah ta’zir
yang berbahaya, atau pelaku yang berulang-ulang melakukan jarimah yang

berbahaya;

33 Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam,... 253.
** Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 157-163
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4. Hukuman pengasingan, yakni hukuman dikenakan pada pelaku jarimah
ta’zir yang dapat diduga perbuatannya itu dapat mempengaruhi
masyarakat umum;

5. Hukuman salib, yakni hukuman bagi pelaku jarimah ta’zir di mana dalam
pelaksanaannya tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati,
melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup;

6. Hukuman pengucilan, yakni hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku
yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, misalnya tidak ikut
berperang dalam membela negara;

7. Hukuman berupa ancaman, teguran, atau peringatan yang akan membawa
hasil dan bukan hanya omong kosong;

8. Hukuman denda, dalam hal ini dapat merupakan hukuman pokok yang
berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan dengan hukuman pokok
lainnya; dan

9. Hukuman-hukuman lain yang sifatnya spesifik dan tidak bisa diterapkan
pada setiap jarimah ta’zir. Di antara hukuman tersebut adalah pemecatan
dari jabatan atau pekerjaan, pencabutan hak-hak tertentu, perampasan alat-
alat yang digunakan untuk melakukan jarimah, penayangan gambar

penjahat di muka umum atau di televisi, dan lain sebagainya.

C. Restitusi Sebagai Hukuman Tambahan bagi Pelaku Tindak Pidana

Perdangan Orang
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Restitusi dalam hukum pidana Islam bisa juga disebut dengan
hukuman denda (diyat) atau dalam bahasa arab disebut Gharamah. Hukuman
denda dalam salah satu jenis hukuman ta’zir dalam syariat Islam bisa
merupakan hukuman pokok yang berdiri sendiri dan dapat pula digabungkan
dengan hukuman pokok lainnya. Penjatuhan hukuman denda disertai dengan
hukuman pokok lainnya bukan merupakan hal yang dilarang bagi seorang
hakim yang mengadili perkara jarimah ta’zir, karena hakim diberikan
kebebasan yang penuh dalam masalah ini. dalam hal ini hakim dapat
mempertimbangkan berbagai aspek, baik yang berkaitan dengan jarimah,
pelaku, situasi, maupun kondisi tempat, dan waktunya. Dalam syariat Islam
juga tidak disebutkan batas tertinggi atau terendah dari hukuman denda. Hal
ini sepenuhnya diserahkan kepada hakim dengan mempertimbangkan berat
ringannya jarimah yang dilakukan pelaku.

Diyat berasal dari bahasa Arab ad-Diyat (singular) atau Diyat (plural)
adalah bentuk masdar (bentuk jadian) dari Wada yang berarti Ma yu’ta in al-
Mal badala an-Nafs al-Qatil (harta yang diberikan sebagai ganti dari jiwa
yang terbunuh). Bentuk asli dari ad-Diyat adalah al-Wad. Huruf Ta’
digunakan sebagai ganti dari huruf Wau yang dibuang sebagaimana dalam

kata ‘iddat.>®

Diyat adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara’.

Perbedaanya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah

% Luis Ma’luf, Al-Munjid fi al-Lugah wa al-I'lam, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), him. 895
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(hak masyarakat), sedangkan diyat adalah hak manusia (indvidu).®* Hak
perorangan yang dimaksud di atas hanya diberikan kepada korban, jika dalam
hal ini si korban masih hidup. Bila sudah meninggal, maka haknya diberikan
dan kepada wali atau ahli warisnya. Oleh karena itu, seorang kepala negara
dalam kedudukannya sebagai penguasa pun tidak berkuasa memberikan
pengampunan bagi pembuat jarimah. Namun demikian, kalau si korban tidak
mempunyai wali atau ahli waris, maka kepala negara bertindak sebagai wali
bagi orang tersebut.*’ diyat merupakan hukuman pengganti dari hukuman
gishas yang dimaafkan.®

Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh
pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi,
disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.* Maka
denda dalam hukum positif tersebut digiyaskan dengan diyat di dalam hukum
Islam dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau
hukuman pelengkap dari hukuman pokok dalam Undang-Undang No. 21
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Di dalam Hukum Islam, hukuman diyat atau denda diterapkan sebagai
hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah ditentukan oleh
ulil amri, agar suatu pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera dan tidak
mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sama halnya di dalam

hukum positif, dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan suatu

%% Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam: Fikih Jinayah, 18.
*” Rahmat Hakim, Hukum Pidana Islam (Figih Jinayah), 28.

*® Ibid, 29.

¥ Muhammad Ali, Sejarah Fikih Islam, (Jakarta, PT. Al-Kausar, 2003), 22.
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pelaku tindak pidana adalah menggunakan ketentuan perundang-undangan
yang berlaku, yaitu dengan menjatuhi hukuman pokok, yaitu: dengan sanksi
pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau tambahannya
adalah saksi hukuman denda atau diyat jika di dalam Hukum Islam

Sanksi ta’zir yang diperkuat atau diperberat dengan Diyat (denda), hal
ini berkaitan dengan hadits yang diriwayatkan dari Husain bin al-Munzir
bahwa ketika Sayyidina Ali ditugaskan oleh Sayyidina Utsman untuk
menghukum cambuk al-Walid bin Ugbah, beliau berkata : Rasulullah SAW
telah menghukum sebanyak 40 kali cambuk, begitu juga Sayyidina Abu Bakar
tetapi Sayyidina Umar menghukum sebanyak delapan puluh kali semuanya
adalah sunnah, yang ini aku lebih sukai. (H.R Muslim).*

Dari uraian hadis di atas sudah jelas bahwa pada zaman pemerintahan
Rasulullah sudah memberlakukan hukuman ¢a’zir berupa sanksi cambuk
sebanyak 40 kali tetapi disaat pemerintahan sayyidina umar beliau
memberikan sanksi kepada pelaku tindak pidana sebanyak 80 kali, 40 kali itu
yang dimaksud dengan sanksi za’zir, sedangkan yang 40 kali cambukan adalah
sanksi hukuman tambahannya yang dalam islam disebut sanksi diyat atau
hukuman tambahan, maka pada zaman tersebut pun sudah menggunakan
sanksi hukuman kumulatif atau sanksi hukuman ganda (restitusi).

Hukuman diyat adalah harta yang wajib dibayar dan diberikan oleh

pelaku tindak pidana kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi,

0 Imam Nawawi, Shahih Muslim Bi Syarh Imam An Nawawi, (Beirut Libanon, 1996), 1331.
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disebabkan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku kepada korban.** Maka
restitusi dalam hukum positif digiyaskan dengan diyat di dalam hukum Islam
dikarenakan sama-sama berfungsi sebagai hukuman tambahan atau hukuman
pelengkap dari hukuman pokok.

Di dalam Hukum Islam, hukuman diyat atau denda yang diterapkan
sebagai hukuman pelengkap atau tambahan dari hukuman yang telah
ditentukan oleh ulil amri, agar pelaku tindak pidana mendapatkan efek jera
dan tidak mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari. Sama halnya di
dalam hukum positif, dasar yang digunakan oleh hakim untuk memutuskan
suatu pelaku tindak pidana adalah menggunakan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, yaitu dengan menjatuhi hukuman pokok, yaitu:
dengan sanksi pidana penjara, sedangkan sanksi hukuman pelengkap atau
tambahannya adalah saksi hukuman denda atau diyat jika di dalam Hukum

Islam.*

I Muhammad Ali, Sejarah Fikih Islam, (Jakarta, PT. Al-Kausar, 2003), 22.
42 .
Ibid.



